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PENETAPAN
Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas

perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Listani binti Juadi, lahir di Jakarta, 12 Mei 1979, usia 39 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan karyawati swasta, bertempat
tinggal di Jalan Raya Muchtar Nomor 70 RT.004 RW.001
Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota

Depok, sebagai Penggugat;
melawan

Asep Saipuloh bin Entoy Sugandi, lahir di Jakarta, 04 Januari 1975, usia 44
tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya
Muchtar Nomor 70 RT.004 RW.001 Kelurahan Sawangan,
Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok

dengan register Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Dpk. pada tanggal 21 Januari 2019,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya

dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2002, di Kecamatan Tanah Abang Kota

Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 340/112/111/2002
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tanggal 11 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di
alamat Jalan Raya Muchtar No.70 RT 004 RW 001 Kelurahan Sawangan
Kecamatan Sawangan;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup
rukun layaknya suamiistri serta telah melakukan hubungan layaknya suami
istri (ba’da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak bernama;

a. Allisa Rizka Safitri, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002;

b. Alif Rhasya Syaputra, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008;

c. Anisa Raisya Syafira, lahir di Tanggerang Selatan pada tanggal 29 Juni
2018;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, tetapi sejak 2007 sampai sekarang antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,
yang antara lain disebabkan oleh karena:

a. Bahwasanya Penggugat merasa tidak nyaman, karena Tergugat kurang
perhatian terhadap Penggugat;

b. Bahwasanya Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah
tangga dengan memberi nafkah harus diminta baru mengeluarkan, sejak
awal menikah hingga sekarang;

c. Bahwasanya Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat;

d. Bahwasanya Tergugat ketika terjadi perselisihan pernah melakukan
kekerasan verbal dan fisik, seperti memukul, sehingga menyakiti hati
Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak tanggal Desember 2018 yang akibatnya Tergugat dan
Penggugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami

istri;
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6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak
tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin
lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan
terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormatkiranya

Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asep Saipuloh bin Entoy
Sugandi) terhadap Penggugat (Listani binti Juadi);

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan
hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya
yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut
hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal
23 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah
tangganya, dan selanjutnya Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut
perkaranya karena Penggugatdan Tergugat telah rukun lagi;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia
telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis

mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah
dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian
penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

pokoknya adalah sebagaimanatelah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak berperkara agar rukun dan kembali membina rumah tangganya,
dan selanjutnya Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya

karena Penggugatdan Tergugat telah rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada
pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta
tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan

Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah

sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkaraini;
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MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
Menyatakan perkara Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Dpk. dicabut;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan
tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiwati, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu
juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugattanpahadinya Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Dra. Rosalena, S.H. Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,
Ttd.
Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. BiayaPendaftaran Rp. 30.000,00
2. BiayaProses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 300.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 391.000,00
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